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1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pendapatan daerah diperoleh tidak hanya dari sumber daya
alamnya tetapi juga sumber pajak yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan
negara , Salah satu sumber pendanaan pembangunan ataupun perbaikan sarana dan
prasarana dalam negeri yaitu melalui pajak yang dipungut oleh petugas pajak

kepada wajib pajak. Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

terbesar negara untuk meningkatkal bangunan nasional. Dengan demikian
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dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang penting dalam menunjang
penyelenggaraan negara."”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2019:29) "Pajak merupakan Konstribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat."



Berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia pajak dibedakan menjadi
dua yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Adapun jenis dari pajak daerah salah satunya yaitu pajak bumi
dan bangunan (PBB). Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat
(Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN) (www.bprd.jakarta.go.id).

Pajak Bumi dan Bangunan ada ang dikenakan kepada seseorang atau
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Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam
penentuan besarnya pajak yang terutang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan
yang berlaku. Penerapan self assesment sistem sebagai dasar pungutan pajak di
Indonesia belum sepenuhnya mampu merubah wajib pajak untuk melakukan
kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Kepercayaan yang diberikan oleh
undang-undang kepada wajib pajak dengan sistem self assesment tidak dibarengi
dengan kesadaran hukum yang baik oleh wajib pajak, masih tingginya pelanggaran

yang dilakukan oleh wajib pajak diakibatkan karena pengawasan yang dilakukan


http://www.bprd.jakarta.go.id/

tidak berjalan maksimal dan penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak
yang melanggar juga belum maksimal (Imron Rizki A, 2018).

Pajak dianggap sebagai dana yang potensial bagi pembiayaan negara untuk
kesejahteraan masyarakatnya, tetapi realisasi yang dilakukan masih tergolong sulit
karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola administrasi pajak
dan kesadaran untuk membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan pembayaran
tergolong masih relatif rendah. Menurut Rahayu dalam Zumrotun Nafiah (2018)
kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah
perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau

mengerti perihal pajak tanpa adanyapaksaan.dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak
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dengan memberikan sanksi kepada yang tidak taat dan tidak disiplin
undang. Hal tersebut dibuktikan dengan kelalaian dan keterlambatan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang lewat dari jadwal yang ditentukan.
Sanksi pajak dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar patuh membayar
pajak. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah biasanya berupa sanksi
administrasi berupa denda, dan bunga serta sanksi pidana berupa pidana kurungan
dan pidana penjara.

Selain sanksi pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah juga merupakan
salah satu faktor penghambat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan



bangunan. Menurut Robert dan Kinicki dalam Yunar Ade Kristianti (2021)
kepercayaan adalah keyakinan memberi dan menerima atau timbal balik pada niat
dan perilaku orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai wujud
harapan wajib pajak kepada pemerintah atau aparatur pajak bahwa pajak telah
dikelola dengan baik secara transparan dan bertanggungjawab penuh serta
menjalankan biaya pungutan pajak untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah
dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.
Sedangkan menurut Pauji (2020) kepercayaan adalah sesuatu yang diantisipasi dari
ketulusan serta perilaku suportif. Akan ada kepercayaan pada pemerintah jika
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terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota
Malang, menunjukkan bahwa kesadaran, pengetahuan dan sanksi perpajakan
berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan penelitian yang
dilakukan oleh Tessy Oktavianti, Ronald N Girsang dan Laula Dwi Marthika
(2021) di Kecamatan Mukomuko Bathin VII Kabupaten Bungo, menunjukkan
bahwa variabel sanksi pajak, pelayanan jasa dan kesadaran wajib pajak secara
parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Bumi dan Bangunan serta sanksi pajak, sosialisai, tingkat pendapatan, pelayanan



jasa dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal ini dapat terlihat dari realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten
Karo, Sumatera Utara, Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Kabupaten Karo 2018-2022
No Tahun Target Realisasi Persentase

Anggaran Pencapaian

(Milya (Milyar)
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2018 5,881 453.000 | 5.186540.234 | 88,18 %
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an pemerintah dae

unan, tetapi
2020 yang
memenuhi target yang ditetap ah. Realisasi pada tahun 2018
sebesar Rp. 5.186.540.234 dari targe g ditetapkan yakni Rp. 5.881.453.000.
Target dan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan
pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.407.307.204 dari target Rp. 6.159.597.600. Pada

tahun 2020 target Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp.

tidak memenuhi target yan a8 pada tahu

4.238.864.250, namun realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mengalami
kenaikan sebesar Rp. 5.102.045.954. Sedangkan pada tahun 2021-2022 target Pajak
Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan dari Rp. 6.159.597.600 ke Rp.
6.188.410.000. Dan realiasasi pembayaran PBB juga mengalami kenaikan sebesar
Rp. 5.445.409.051 ke Rp. 5.445.409.051.



Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak bumi dan
bangunan belum memenuhi target yang sudah ditetapkan meskipun terjadi kenaikan
jumlah realisasi penerimaan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak
dalam memikul beban pajaknya. Menurut Robbin dan judge dalam Yunar Ade
Kritanti (2021) dalam mengamati perilaku seseorang berdasarkan teori atribusi
sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kepatuhan wajib pajak
juga dipengaruhi oleh harapan wajib pajak kepada pemerintah bahwa pemerintahan

menjalankan tugas dan kewenanganmya..dengan benar, adil dan bijaksana
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Berdasarkan uraian di '@

adanya ketidakstabilan realisasi
penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai akibat kurangnya kesadaran wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Maka dengan penelitian ini
penulis ingin mengkaji lebih jauh dan dalam perihal fenomena tersebut. Dengan
demikian penulis akan membahasnya dalam judul “PENGARUH KESADARAN
WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN PADA
PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KARO”.



1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis

mengidentifikasikan masalah yang ada sebagai berikut :
1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan
2. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kesadaran sebagai
wajib pajak.

3. Adanya sanksi bagi wajib paj ng tidak melaksanakan kewajibannya.
1.3 Batasan Masala — :
erdasarkan identifik“'a masalah yang'dikaji dalam
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3. Apakah tingkat kepercayaanikepada Pemerintah berpengaruh positif terhadap
kepatuhan membayar Pajak Bumi dan'Bangunan?

4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan
pada pemerintah berpengaruh positif terhadkepatuhan wajib pajak membayar
Pajak Bumi dan bangunan

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan

membayar Pajak Bumi dan Bangunan.



2. Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif
terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat
kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan
membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini

adalah :
1. Bagi Penulis ¢

Hasil dari penelitian ini di daps )ah wawasan dan pemahaman

asilsdari pe iha_rg@_rl_@a_cagr_nb a ang If mikiran
pada " II\ apatan, I@ra@K@p@n’ 0.« dalam aksanakan
meningkatkaf kepatuhan hwa?b‘-pajfkm memba
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Hasil dari penelitian ini dapatsdiguna ebagai bahan perbandingan dan

Pajak Bumi dan

3. Bagi Penulis Selanjutnya

referensi untuk penulis yang berhubungan dengan analisis pengaruh kesadaran
wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap

kepatuhan wajib dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
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